BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI PENDUDUK
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomeor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat
yang sejahtera, adil dan makmur;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Landak mengembangkan sistem
jaminan sosial kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak
mampu yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan luran
Pemerintah Pusat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Daerah Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah
Kabupaten Landak.

Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3970);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terahir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5372}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 2355);




Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimanan telah
diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahtraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 567);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1287);

17. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran
Jamina Kesehatan;

Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2016 Nomor 416).

12.

13.

14.

15.

16.

18.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI
PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

Pasal ]

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Daerah Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 574} diubah

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.



Pasal II

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 pepruan 05

BUPAT DAK,

M

KAROLIN[MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 20 ‘:z_bﬁrvo\n' 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

r

-
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 63§




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LANDAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN ~ JAMINAN  KESEHATAN
DAERAH  BAGI  PENDUDUK  YANG
DIDAFTARKAN ~ OLEH  PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

RINCIAN PEMBIAYAAN
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI PENDUDUK YANG

DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

No Uraian Jumlah Peserta Iuran/ Jiwa Jumlah Total Tagihan
Terdaftar Bulan
1 PBI Daerah 8871 42.000,- 12 4.470.984.000,-

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 20 Febvar 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

p
-
VINSENSIUS

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 20 Prbrvan’ 2020

BUPATYAANDAK,

m

KA IN MARGRET NATASA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR (3§




